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TENTANG
SYARAT PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN

PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS | B

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B

a.

Bahwa sehubungan dengan adanya Undang-Undang No. 30 tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (5) yang berbunyi legalisasi
salinan/fotocopi dokumen yang dilakukan oelh Badan Pejabat Pemerintah tidak
dipungut biaya maka, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut
pada Pengadilan agama rantau Prapat perlu diubah;

Bahwa atas pertimbangan pada huruf a. perlu diterbitkan surat keputusan
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Tentang Syarat-Syarat Permintaan
Produk Pengadilan pada Pengadilan Agama Rantauprapat

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI
Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No, 53 tahun 2008 Tentang Jenis dan Tariff atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Keputusan Mahkamah Agung No. 026 Tahun 2012 Tentang standar Pelayan
Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan syarat-syarat untuk permintaan produk Pengadilan berupa salinan

putusan/penetapan sebagai berikut :

a.
b.

Mengisi instrument permohonan permintaan salinan putusan/penetapan.
Memperlihatkan identitas resmi (KTP,SIM.KK dll) bagi pihak yang bersangkutan
atau memperlihatkan surat kuasa bagi pihak yang mewakilkan;

Memperlihatkan kwitansi pembayaran PNBP (kecuali pihak yang berperkara
secara prodeo)



Kedua . Menetapkan syarat-syarat untuk permintaan produk Pengadilan berupa Akta Cerai

sebagai berikut :

a. Mengisi instrument permohonan Permintaan Akta Cerai.

b. Memperlihatkan identitas resmi (KTP,SIM.KK dIl) bagi pihak yang bersangkutan
atau memperlihatkan surat kuasa bagi pihak yang mewakilkan;

c. Memperlihatkan kwitansi pembayaran PNBP (kecuali pihak yang berperkara
secara prodeo)

d. Menyerahkan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar.

Ketiga . Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana
mestinya;
Ditetapkan di  : Rantauprapat

Pada tanggal : 11 Mei 2018
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Tembusan disampaikan kepada Yth :
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Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial;
Panitera Mahkamah Agung RI;

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan;



